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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR g TAHUN 2OO7

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa Oerigan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

sebagai Perwujudan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten telah diberi

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri.

bahwa dalam rangka perwujudan Otonomi Daerah, perlu dilakukan

Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Usaha/perusahaan Pelayanan

Kesehatan;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

: 1. Undang-undang Obat Keras (Staat blaad 1937 Nomor 541);

2, Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang'Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-l<abupaten cjalam lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun '1956 Nomor 58 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1092);

b.

3, Undang-Undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan l-embaran

Nomor 3209);

4. LJndang-undang Nomor 23

Negara Tahun 1992 Nomor

Pidana

Sagutu 
,

'fahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran

100, Tambahan l-embaran Negara Nomor

3495);

5 tJndang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);



7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran NSggF Nomor 4048);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4346);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

PerUndang-Undangan (Lembaran negara Tahun 2OO4 Nomor 53,

Tambahan Lembaran negara Nomor 4389);

11, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437)',

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang'Undang Nomor 8

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Nomor a548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2Q04 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintah an dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun

1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33a7);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran

Negara Nomor 40 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3637);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun

1998, tamb?nan Lembaran Negara Nomor 3952);

18. Peraturan Pemerintah



18, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

19, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Tahun 2000:Nomor 2A1, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4021)',

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20Ol tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Nlegara

Nomor 4139);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Femerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor

45e3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D

Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI.I KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAT'I:

Menetapkan : PERATURAT{ DAERAH TENTANG RET;E|B|JSI PELAYANAN DAN

PERIZINAN KESEHATAN SWASTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 'N

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir; 
*- 

-a
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Katrupaten Samosir;

3. Bupati adalah Bupati Samosir;

4. DPRD adalah Dewan Penntakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;

5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di l-ingkungan Pemerintah

Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas tertentu di bidang kesehatan

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6, Peiabat adalah



Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Badan Pemeriksa Keuangan Daerah adalah Badan pemeriksa Keuangan
Daerah Kabupaten Samosir;

Bendaharawan Khusus penerima untuk selanjutnya disingkat BKp adalah
Bendaharawan Khusus penerima pada kantor Dinas pendapatan Daerah
Kabupaten Samosir;

Pelayanan Kesehatan swasta adalah iglayanan Kesehatan yang terdiri
dari Apotek, Toko obat, Barai pengobaian, Rumah sakit, prartil-
Perorangan Dokter, praktek perorangan Bidan, Klinik Bersalin, Toko optik
dan Pelayanan Kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pihak swasta
baik Perorangan ataupun Badan.

BAB II

MAKSUD DAN TU.'UAN

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan yang dijalankan pihak swasta baik perorangan ataupun
badan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan yang optimal

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Swasta dipandang perlu dibuat suatu tatanan perizinan
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 4
Pelayanan Kesehatan Swasta terdiri:dari:

6.

7.

9.

a.

b.

c.

d,

e.

f.

g.

h,

i.

j

k,

Toko Obat;

Apotek;

Toko Optik;

Praktek Perorangan Dokter;

Praktek Perorangan Bidan;

Rumah Sakit;

Poliklinik Umum;

Tukang Gigi;

Rumah Bersalin;

Salon;

PengobatariTradisionat 
;



t.

m,

n.

o.

Balai Pengobatan;

lndr-rstri Kecil Rumah Tangga Makanan dan Minuman;

Praktek Bersanra Dokter Umurn/Spesialis;

Praktek Dokter Gigi.

BAB IV

PERIZINAr\I

Fasal 5

$etiap Orang Pribadi atau Badan yang mendirikan dan atau

menyelenggarakan $arana pelayanan kesehatan swasta dan petugas

kesehatan swasta clidaerah wajib memiliki izin dari Kepala Dinas Kesehatan

lzin Kerja Petr.rgas Kesehatan Swa.sta sebagaimana dimaksud pada avat (1)

terdiri dari:

a. lzin Asisten Apoteker;

b. lzin Perawat;

c. lzin Refleksi;

d. lzin Bidan;

e. lzin Optisi;

f, lzin Tekniker Gigi.

Untuk memproleh izin sebagaimana dinraksud si pemohon harus

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati clengan

perantaraan Kepala Dinas dengan persyaratan yang telah diatur oleh

Menteri Kesehatan Republik lndonesia.

lzin sebagaimana dimaksud dapai diberikan setelah .iumlah retribusi yang

ditetapkan dilunasi ke Badan Pengelola Keuaangan Daerah atau instansi

yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama tlsaha berjalan dan atau

tenaga yang bersangl(utan masih bekerja.

Dalam rilngka pengawasan dan pengendalian atas izin wajib dilakukan

Registrasi izin setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

(1) lzin diberikan atas narna pemohon. 
-- 

---\
(2) Dalam surat izin dimr"rat ketentuan-ketentr.ran yang harus dipenuhi dan

dipatuhi oleh pemegang izin.

Pasal I
Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwajibkan:

a. Membayar retribusi ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Pembantu

Khusus Penerirna Dinas atau instansi yang ditunjuk untuk itu setiap tahun

pada saat registrasi.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)



b. Mematuhi segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

berkaitan dengan masalah kesehatan. elayan

c. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan.

Pasal I
(1) lzin sarana pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada

pihak lain dan apabila akan dilakukan pergantian nama/merk usaha,

pengembangan sarana dan penambahalftEnaga kerja kesehatan, setelafr-'

mendapat persetujuan dari pejabat yang benruenang.

(2) Setiap persetujuan dimaksud dipungut biaya sebesar 75o/o dari tarif

retribusi,

(3) lzin sarana pelayanan kesehatan swasta hanya berlaku untuk 1(satu)

alamat tempat usaha, 1 (satu) nama usaha dan 1 (satu) pemohon.

Pasal 10

(1) Pencabutan izin dapat dilakukan oleh pejabat yang dihunjuk apabila

pemegang izin dipandang melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

(2) Pencabutan atas izin sebagaimana dimaksud, pemegang izin tidak dapat

mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan atau menuntut

ganti rugi kepada pejabat yang dihunjuk.

BAB V

NAMA, SUB.JEK DAN OBJEK RETRIBUSI

' Pasal 11

(1) Dengan nama Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta, dipungut

retribusi atas setiap usaha pelayanan kesehatan swasta.

(2) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan

usaha pelayanan kesehatan swasta,

(3) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah

berupa pemberian izin dibidang pelayanan kesehatan swasta.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGL'TAN

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi

Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan,

(2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan

Daerah ini disetor secara bruto ke Badan Pemeriksa Keuangan Daerah.

BAB VII.



BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Samosir.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 20/o (dua

persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar

dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran

retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat

terutang.

(2) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.

(3) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan

jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka

waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya hal tersebut

diatas.

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembaiaran

retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X *..
PRIN$IP DAN SASARAN PENETAPAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya terif dimaksudkan untuk

menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan pertimbangan

kemampuan masyarakat dan aspek keadilan,

BAB XI



BAB XI

STRUKTUR DAN BE$ARNYA TARIF RETRItsUSI

Fasal 17

(1) Strukturdan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Perizinan

Toko Obat

Apotek

Toko Optik

Praktek Perorangan Dokter

Praktek Perorangan Bidan

Rumah $akit

Polil<linik Umum

Tukang Gigi

Rumah Bersalin

Salon

Pengobatan Tradisional

Balai Pengobatan

lndustri Kecil, Rumah Tangga
Makanan dan Minuman
Praktek Bersama Dokter
Umum/Spesialis
Praktek Dokter Gigi

lzin Asisten Apoteker

lzin Refleksi

lzin Perawat

lzin Bidan

lzin Optisi

lzin Tekniker Gigi

Struktur dan besarnya tarif retribusi

dan disesuaikarr dengan keadaan

Daerah. o

tersebut pada ayat (1) dapat dirubah

yang ditetapkan dengan Peraturan

Keterangan

5 (lima) Tahun
1 (satu) Ta
5 (lima) Tahun
1 (satu) Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu)Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu) Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu) Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu) Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu)Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu)Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu) Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu)'fahun
5 (lima) Tahun
1 (satu) Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu) Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu) Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu) Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu)Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu) Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu) Tahun
5 (lima)Tahun
1 (satu)Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu)Tahun
5 (lima) Tahun
1 (satu)Tahun
5 (lima)Tahun
1 (satu) Tahun

Rp. 200.000,-

Rp. 300.000,-
Rp. 150.000,-
Rp, 200,000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 125.000,-
Rp, 200.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 750.000,-
Rp. 375.000,-
Rp. 150,000,-
Rp. 75.000,-
Rp, 100.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 300.000,-
Rp. 150.000,-
Rp. 200.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 50.000,-
Rp, 100.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 500,000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 250,000,-
Rp. 125,000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 50,000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 100.000,-
Rp, 50.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 25,000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 25.000,-

(2)

Et rt Et vil



BAB XII

TATA CARA PENETAPAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasat 18

(1) Kepala Daerah melalui instansi terkait menerbitkan SKRD untuk penetapan

retribusi yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah

(sPrRD).

(2) Dalam hal surat SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana

mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

(1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDB, SKRDKTB, STRD,

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan

banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya

dapat ditagfi dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan retribusi dan Surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

Pasal2',
(1) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah.

(2) Hasil pungutan perizinan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam

Peraturaan Daerah ini sebesar 30% (tiga puluh pr:rsen) digunakan untuk

pembiayaan kegiatan langsung operasional perizinan kesehatan swasta.

(3) Kepada Petugas Pemungut Retribusi diberikan biaya pungut sebesar

S%(lima persen) dari retribusi yang disetor yang dibebankan kepada wajib

retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBAILAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN REIJRIB:SI

Pasal 22

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk

perhitungan pengembalian kelebihan Pemb ayaran Retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas

kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu

dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 23



l
Pasal 23

(1) Dalam hal kelehihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah

dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 22, diterbitkan

SKRDLB paling lambat 2 (dua) lrulan sejak diterimanya permclhonan

pengembalian kelebihan pembayaran terselrut,

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDI-8.

(3) Apabila pengernbalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah

lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak-.rlrtelQitkannya SKRDLB, diberikan .
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan retrilrusi.

(4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SpMKR).

(5) Atas perhitungan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4)

diterbitkan bukr"r pemindah bukuan yanE berlaku juga sebagai bukti

pembayaran.

BAB XIV

KADALUARSA

Pasal 24

(1) Penagihan retribusi kadaluarsa eetelah nrelampaui jangka waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak saat terhutangnya retrilrusi, kecuali apabila wajib

retribusi melakukan tindak pidana dibidang retritrusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung

maupun ti<lak langsung.

EAB XV

TATA CARA PENGHAPUI9,\N

PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUI\RSA

Pasal ?5

(1) Piutang retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Ratribusi Daerah

yang sudah kadaluarsa.

l0

BAB XVI



BAB XVI

PENGAWASAN .

Pasal 26

Bupati menghunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal2T

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dapat

diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau

denda setinggitingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adatah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

(1) pej;esawai -"r:;Ti;t,"n"n,, ditinskunsan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik khusus untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Dalam pelaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berwenang:

a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentaung adanya

tindak pidana pelanggaran;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti geseorang tersanEka dari perbuatannya dan

memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

g Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan tersangka;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik

POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik POLRI

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau

keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

d i perta n gg u ngj awabkan.



(3) Penyidik Pegawai Negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan

tentang:

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumah;

c. penyitaan benda;

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi;

t. pemeriksaan ditempat kejadian.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-

undangan Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal,2S Pebruari 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

(4)

Diundanokan di Panoururan
padatariggat 28 [auqlo.' 2oO7

ERAH KABUPATEN,

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
rAHUN 9OoJpgplgp Q4 senr C NoMoR 9\


